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1
PERJANJIAN DALAM PERSPEKTIF 

PERSAINGAN USAHA
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OUTLINE

Perjanjian dan 
Potensi

Pelanggaran 
Hukum

Persaingan 
Usaha

Perjanjian 
dalam 

Perspektif
Persaingan 

Usaha

Perjanjian
dalam

Pengawasan
Kemitraan
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Penegakan
Hukum

Pengendalian
Merger & Akuisisi

Pemberian
Saran 

Kebijakan

Pengawasan

Kemitraan

TUGAS KPPU
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PERJANJIAN MENURUT HUKUM 

PERSAINGAN USAHA

άPerjanjian adalah suatu 
perbuatan satu atau lebih pelaku 

usahauntuk mengikatkan diri 
terhadap satu atau lebih pelaku 
usaha laindengan nama apapun 

baik tertulis maupun tidak 
tertulisέ
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Pasal 1 angka 7  UU NO. 5/1999



Perjanjian yang Dilarang

(Pasal 4-16)
ÇOligopoli
ÇPenetapan Harga
ÇPembagian Wilayah
ÇPemboikotan
ÇKartel
ÇTrust
ÇOligopsoni
ÇIntegrasi Vertikal
ÇPerjanjian Tertutup

Kegiatan yang Dilarang

(Pasal 71-24)

ÇMonopoli
ÇMonopsoni
ÇPenguasaan Pasar
ÇPersekongkolan

Posisi Dominan

(Pasal 25-29)

ÇPosisi Dominan
ÇJabatan Rangkap
ÇKepemilikan silang
ÇMerger & Akuisisi 
(Penggabungan, 
Peleburan dan 
Pengambilalihan)
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Larangan yang Diatur dalam UU 

No. 5/1999



Pendekatan Dalam Perkara

Persaingan Usaha
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TUGAS KPPU (Pasal 35)
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Tugas Komisi meliputi : 

a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan

terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat

sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;

b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha

yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan

usaha tidak sehat; 

c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi

dominan;

d. Mengambil tindakan sesuai wewenang Komisi;

e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah;

f. Menyusun pedoman dan atau publikasi

g. Memberikan laporan secara berkala kepada Presiden.  



SANKSI PELANGGARAN 

(Pasal 47)
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a. Penetapanpembatalanperjanjian;

b. Perintahkepadapelakuusahauntuk menghentikanintegrasivertikal;

c. Perintahkepadapelakuusahauntuk menghentikankegiatanyang 
terbukti menimbulkanpraktikmonopoli, menyebabkanpersaingan
usahayang tidak sehat, dan/ataumerugikanmasyarakat; 

d. Perintahkepadapelakuusahauntuk menghentikanpenyalahgunaan
posisidominan; 

e. Penetapanpembatalanataspenggabungan, peleburanbadanusaha,  
atau pengambilalihansaham

f. Penetapanpembayaranganti rugi; dan/atau

g. PengenaandendaRp1Milyar - Rp25Milyar

KPPUberwenang
menjatuhkan
sanksi. 

Sanksitersebut
berupatindakan
administratif.

Sanksipidana
adalah
kewenangan
pengadilan



KOORDINASI DAN KERJASAMA  

ANTAR PELAKU USAHA

PERJANJIAN 
ÅMemenuhi syarat sah

perjanjian

ÅDi bawah tangan atau

akta otentik

PERJANJIAN 
YANG 

DILARANG

KEGIATAN YANG 
DILARANG

POSISI 
DOMINAN

POTENSI PELANGGARAN UU NO.5 TAHUN 1999
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Meningkatkan efisiensi

Memperbaiki saluran informasi

P O S I T I F N E G A T I F
Mengurangi bahkan 

Menghilangkan persaingan antar

pelaku usaha

Membatasi produksi/Pasokan

Meningkatkan harga

Mengurangi resiko bisnis

Menciptakan produk baru dan

meningkatkan kualitas produk

Meningkatkan metode distribusi

POTENSI MELANGGAR 

UU NO.5 TAHUN 1999

TUJUAN PERJANJIAN KERJASAMA



Keterangan
Saksi

Keterangan
Ahli

Surat/ 
Dokumen

Petunjuk
Keterangan

PelakuUsaha

Direct Evidence 

ωSurat / 
Dokumen/ 
Perjanjian 
Tertulis

Circumstancial
Evidence

ωEconomic Evidence

ωStructural

ωConduct

ωCommunication 
Evidence

Perjanjian 

ALAT BUKTI KPPU

Pasal 42 UU No. 5/1999
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2
Perjanjian dan Potensi

Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha
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PENDEKATAN PEMBUKTIAN

PELANGGARAN UU NO. 5/1999

Perjanjian, kegiatan atau perbuatan dinyatakan anti 

persaingan apabila perjanjian, kegiatan atau perbuatan

tersebut berdampak secara nyata menghambat

persaingan berdaarkan factor ekonomi dan secara

nyata merugikan pasar persaingan

Diidentifikasi dengan a.l. dengan kalimat:

ñ... yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek 

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehatò

Perjanjian, kegiatan atau perbuatan dinyatakan secara

langsung antipersaingan tanpa harus menentukan

apakah perjanjian atau perbuatan tersebut secara nyata

mengakibatkan dampak terhadap kerugian pasar dan

masyarakat

Penetapan harga (Ps.5), Diskriminasi harga (Ps.6), 

Perjanjian Tertutup (Ps.15), 

Kepemilikan Silang Saham (Ps. 27)

Oligopoli (Ps.4), Penetapan dibawah harga pasar (Ps.7), 

Resale Price Maintenance (Ps.8), Pembagian Wilayah 

(Ps. 9), Kartel (Ps. 11), Trust (Ps. 12), Oligopsoni (Ps.13), 

Integrasi Vertikal (Ps. 14), Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri 

(Ps.16), Monopoli (Ps. 17), Monopsoni (Ps. 18), Penguasaan 

Pasar (Ps. 19),  Jual Rugi (Ps. 20), Kecurangan Biaya Produksi  

(Ps. 21), Persekongkolan Tender (Ps. 22), Persekongkolan 

mendapatkan Rahasia Perusahaan (Ps.23),  Jabatan Rangkap 

(Ps. 26), Merger dan Akuisisi (Ps. 28 dan Ps. 29)
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Hal . 
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Pasal8

Pasal7
Pasal6

Pasal5

Perjanjian
DiskriminasiHarga

Price Fixing

Perjanjianpenetapanhargajual kembali
atauPerjanjiandenganpersyaratantertentu
Resale Price Maintenance

PerjanjianPenetapanHarga

PerjanjianPenetapanHarga
di bawahHargaPasar

Predatory Pricing

Price Discrimination

PERJANJIAN YANG DILARANG

Penetapan Harga (Pasal 5 -8)



PEMBAGIAN WILAYAH

(Pasal 9)
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ñPelaku usaha dilarang membuat 

perjanjian dengan pelaku usaha 

pesaingnya yang bertujuan untuk 

membagi wilayah pemasaran atau 

alokasi pasar terhadap barang dan 

atau jasa sehingga dapat

mengakibatkan terjadinya praktek 

monopoli dan atau persaingan usaha

tidak sehatò

Pasal 9
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KARTEL (Pasal 11 )

Kartel 

Produksi

Kartel Pembagian 

Wilayah

Kartel Harga

άPelakuusahadilarangmembuatperjanjian, denganpelakuusahapesaingnya, 
yang bermaksuduntukmempengaruhihargadenganmengaturproduksidan

atau pemasaransuatubarangdanatau jasa, yang dapatmengakibatkan
terjadinyapraktekmonopolidanatau persainganusahatidak sehatέ

Bentuk Kartel Dapat Berupa:



ANALISIS PERJANJIAN

dalam konteks Persaingan Usaha 
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KEGIATAN

YANG DILARANG
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PERSEKONGKOLAN 

TENDER

Pasal 22

òPelaku usaha dilarang bersekongkol dengan

pihak lain untuk mengatur dan atau

menentukan pemenang tender sehingga

dapat mengakibatkan terjadinya

persaingan usaha tidak seható



PERJANJIAN DALAM KASUS

PERSEKONGKOLAN TENDER
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PERUSAHAAN 
PESERTA TENDER 

KOORDINASI / 
KERJASAMA

DOKUMEN 
PERJANJIAN

Legalisasioleh
NOTARIS

ContohDokumen:
Å RangkapJabatan

Komisaris/ Direksi
Å Pergantian

Komisaris/ Direksi
Å PinjamMeminjam

Perusahaan 



POSISI DOMINAN
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PASAL 26 : JABATAN RANGKAP

Seseorangyang mendudukijabatansebagaidireksiataukomisaris
dari suatuperusahaan, pada waktuyang bersamaandilarang
merangkapmenjadidireksiatau komisarispada perusahaanlain, 
apabilaperusahaan-perusahaantersebut: 

a. Beradadalampasar bersangkutanyang sama;
b. Memiliki keterkaitanyang erat dalambidangdan ataujenisusaha;
c. Secarabersamadapatmenguasaipangsapasar barangdan atau

jasatertentu;

yang dapatmengakibatkanterjadinyapraktekmonopolidan atau
persainganusahatidaksehat. 



PASAL 26 :

JABATAN RANGKAP 
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Ç άJabatanrangkaptidak dilarangsecaraPerSeoleh UU
No. 5 Tahun1999, akantetapi hubunganafiliasimelalui
jabatanrangkapdapatmemberikanpengaruhterhadap
perilakupelakuusahayangdiafiliasiέ

Ç άJabatanrangkapbaru dilarangapabilaakibat jabatan
rangkaptersebut menguasaipangsapasarbarangdan
atau jasa tertentu yang dapat mengakibatkan
terjadinyapraktik monopolidan atau persainganusaha
tidak sehatέ.

Ç Informasi penempatan seseorang sebagai Direksi
dan/atau Komisaristerdapat dalam dokumen AD/ART
Perusahaan.



POSISI DOMINAN 

PASAL 27 : PEMILIKAN SAHAM 

Pelakuusahadilarangmemiliki sahammayoritaspada beberapa
perusahaansejenisyang melakukankegiatanusahadalambidang
yang samapada pasar bersangkutanyang sama, ataumendirikan
beberapaperusahaanyang memiliki kegiatanusahayang sama
pada pasar bersangkutanyang sama,  apabilakepemilikan
tersebutmengakibatkan: 

a. Satupelakuusahaatausatukelompokpelakuusaha
menguasai> 50% pangsapasarsatujenisbarang/ jasatertentu;

b. Duaatautigapelakuusahaataukelompokpelakuusaha
menguasai>75% pangsapasarsatujenisbarang/ jasatertentu: 
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PASAL 27 :

PEMILIKAN SAHAM

Å άHubunganafiliasi pelaku usahayangsatu
denganyang lain dapat dilihat dari aspek
kepemilikansahamsuatu pelaku usahadi
dua atau lebih pelakuusahayangbergerak
di bidang usaha yang sama atau dengan
pelakuusahayangƭŀƛƴέ

Å άDampakdari kegiatankepemilikansaham
mayoritas silang dapat mengakibatkan
pengendaliandi beberapaperusahaanyang
padaakhirnyapengusaanposisidominandi
pasaryangbersangkutanέ

Cara pelakuusahamenguasai
sahammayoritasmelalui:

Á pendirianperusahaan; 
Á pengambilalihanatau

akuisisisaham; dan
Á melaluipembeliansahamdi 

bursa

24



MERGER DAN AKUISISI

(Penggabungan, Peleburan dan 

Pengambilalihan)

Pasal 28

Ayat (1) dan (2)

άPelakuusahadilarang
melakukanpenggabunganatau
peleburanbadanusahaatau
pengambilalihansaham
perusahaanlain, yang dapat
mengakibatkanterjadinya
praktekmonopolidanatau
persainganusahatidak sehatέ

Pasal 29

Ayat (1)

άPenggabungan atau peleburan
badanusaha, atau pengambilalihan
saham yang yang berakibat nilai
aset dan atau nilai penjualannya
melebihijumlahtertentu, selambat-
lambatnya 30 hari sejak tanggal
penggabungan, peleburan, atau
pengambilalihan tersebut wajib
diberitahukankepadaYtt¦έ
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DOKUMEN PENDUKUNG

NOTIFIKASI MERGER DAN AKUISISI

26

Laporankeuangan3 tahun
terakhir

Skemastruktur kelompokpelakuusaha
sebelumdansesudahtransaksi

Anggarandasarperusahaan
sebelumdansesudahtransaksi

Profilperusahaan

Ringkasantransaksi; 

Rencanabisnissetelahtransaksi; 

Analisisdampaktransaksi

A

B

C

D

E

F

G



PERJANJIAN

dalam Transaksi Merger dan Akuisisi

27

Notaris

TransaksiM&A
olehPelakuUsaha

LegalisasiDokumen
oleh Notaris : 
¶AktaPerubahanAD 
/ ART Perusahaan 
¶AktaJualBeli
(untuk pembelian
asettanah, 
bangunan)

POST MERGER 
NOTIFICATION

(selambatnya30 hari
setelahtanggalefektif

yuridis)

Apabila Hasil PenilaianKPPU 
menunjukkanadanyadugaan
praktekmonopoliatau
persainganusahatidak sehat
dari transaksiM&A tersebut, 
KPPU dapatmelakukan
penyelidikandugaan
pelanggaranPasal28 UU No.5 
Tahun1999, dan berwenang
untuk menetapkan
pembatalanatas transaksi
M&A tersebut (sesuaiPasal
47 UU No.5 Tahun1999).



PENENTUAN

TANGGAL EFEKTIF YURIDIS

Å M&A oleh Perusahaan Terbuka : tanggal

surat keterbukaan informasi atas pelaksanaan

transaksi yang disampaikan kepada OJK

Å M&A oleh Badan Usaha non Perseroan 

Terbatas : tanggal ditandatanganinya

perjanjian Penggabungan atau Peleburan para 

pihak

Å M&A di luar wilayah RI : Selambatnya 30 hari

sejak tanggal ditandatanganinya dan/atau

diselesaikannya perjanjian dan atau

persetujuan pemerintah.

Badan Usaha berbentuk Perseroan

Terbatas (PT)

Å Penggabungan : Tangal

persetujuan Menteri (KumHAM) 

atas perubahan anggaran dasar

Å Peleburan : Tanggal pengesahan

Menteri (KumHAM) atas akta

pendirian perseroan

Å Pengambilalihan : Tanggal

pemberitahuan diterima Menteri

(KumHAM) atas perubahan

anggaran dasar

28



3
Perjanjian
dalamPengawasanKemitraan

29
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Å Perjanjian antar pelaku usaha

tidak hanya berpotensi

bertentangan dengan UU No.5

Tahun 1999, namun juga dapat

memiliki keterkaitan dengan

perjanjian kemitraan yang

melibatkan UMKM.

Å Melalui UU No.20/2008 jo PP

No.17/2013, KPPU memiliki

kewenangan untuk mengawasi

dan menegakkan hukum atas

pelaksanaan kemitraan antara

pelaku besar dengan UMKM.

PERJANJIAN DALAM

PENGAWASAN KEMITRAAN

Setiapbentukkemitraanyang 
melibatkanUMKMsebagai Pihak
harusdituangkandalamperjanjian
tertulis, danmencakup5 ketentuan
minimal sebagaiberikut : 

V KegiatanUsaha

V HakdanKewajiban

V PolaPengembangan

V JangkaWaktu

V PenyelesaianPerselisihan



Perjanjian Kemitraan 

ÅAmanatUU No. 20/2008 tentangkemitraanwajib
memenuhiunsur-unsurpentingdalamkontrak
perjanjianselainterpenuhinyaunsurάkerjasama
usahaέ danunsurάantarapelakuusahabesar
denganpelakuusahamenengahdankecilέΣ yaitu:
1. UnsurάPembinaandanPengembangandan

pembinaanέ 
2. UnsurάPrinsipsalingmemerlukan, Saling

memperkuat, danSalingmenguntungkanέ. 
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Salim, HS (2006), PerkembanganHukumKontrakdiluarKUH PerdataέΣ WŀƪŀǊǘŀΣ t¢ wŀƧŀ GrafindoPersada



PERILAKU YANG DIAWASI

USAHA BESAR 
MEMILIKI
dan/atau

MENGUASAI

USAHA MIKRO, KECIL 
& MENENGAH

DILARANG

USAHA 
MENENGAH 

MEMILIKI
dan/atau

MENGUASAI

USAHA MIKRO 
& KECIL 
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Kemitraanantara
UMKM dengan
PelakuUsaha 

Besar/ Menengah

Pengawasan
Perjanjian
Kemitraan

Ada/ tidaknya
PerjanjianKemitraan

Terpenuhi/ tidaknya
persyaratandalam

PerjanjianKemitraan

Pengawasan
Pelaksanaan
Kemitraan

Potensiadanyadugaan
kepemilikan/ penguasa

an

Potensi
penyalahgunaanposisi

tawar

OBJEK PENGAWASAN 

PERJANJIAN KEMITRAAN
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Mitra tidak mendapatkan
informasidalam

melaksanakanusaha, misal
informasitentangbarang

mitra yang akankadaluarsa

di gudang

Mengubahisi
perjanjiansecara

sepihak

Menentukanpenunjukan
usahapengangkutan
secarasepihak, dengan
biayalebih tinggi

Menetapkankebijakan
yang berbeda-beda

kepadamitra

Meningkatkanbiayaatau
hargasecarasepihak

Pembayaranterlambat

Ketentuanforce meajure
dalamperjanjian, tidak
dilaksanakan

dan sebagainya

POTENSI PERMASALAHAN

PERJANJIAN KEMITRAAN 



PERJANJIAN DALAM KASUS 

KEMITRAAN
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KemitraanantaraPerusahaan 
BesardenganUMKM 

Pengawasan
oleh KPPU

PERJANJIAN 
KEMITRAAN

Sesuaidengan
kewenangannya, KPPU 

dapatmemberikan
masukandan 

perbaikanterhadap
perjanjiankemitraan, 

dan dapat
menetapkansanksi

berupadenda.



ISU-ISU KEMITRAAN II

ÅTerdapatpotensibahwapelakuusaha
denganmarket powerbesarakanmenekanmitra
UMKM nyadalamklausulperjanjianyang bias 
padakepentingansepihakpelakuusahayang 
besarkarenaperjanjian kemitraan yang dibuat 
lebihbersifatprivat makaseringmenggunakan
KlausulaEksenorasiataupengecualian
kewajiban/ tanggungjawabdalamperjanjian.
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ISU-ISU KEMITRAAN

ÅPotensi pemaksakanklausul-klausulperjanjian
kemitraanyang sekalipunsecaraformal danlegal 
telahmemenuhiasasάkonsensualisme", 
kekuatanmengikatέΣ άkebebasanberkontrakέ 
sertaasasάitikad baikέ namunsecaratidak
langsungmengarahpadaupayaάpenguasaan
dan/ataupengendalianέ dari pelakubesarbisnis
digital terhadapmitra UMKM nya.
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